BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik

kesimpulan:

1. LPKA Kelas Il Tanjung Pati sudah berupaya untuk memberikan pemenuhan hak

2.

pendidikan bagi warga binaanya namun beberapa proses pemenuhan hak pendidikan
bagi warga binaan LPKA Kelas Il Tanjung Pati belum dapat sepenuhnya diberikan
secara maksimal karena saat ini jenis pendidikan yang dapat di akses oleh warga binaan
baru berupa pendidikan informal sedangan menurut Pasal 50 butir 2 Undang-Undang
Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa pendidikan yang diberikan dalam
pembinaan adalah berupa pendidikan formal dan nonformal/informal.

Kendala yang ditemukan dalam proses pemenuhan hak pendidikan bagi warga binaan
LPKA Kelas Il Tanjung Pati adalah berupa kendala yang disebabkan oleh faktor
internal dan eksternal. Faktor sarana prasarana penunjang proses belajar-mengajar yang
masih kurang seperti perangkat elektronik dan bahan bacaan dan faktor dari warga
binaan yang tidak memiliki minat, motivasi dan kemauan untuk mengikuti proses
belajar-mengajar menyebabkan kurang optimalnya proses berjalannya pemenuhan hak

pendidikan ini.

B. Saran

Agar penyelenggaraan hak pendidikan bagi anak didik kemasyarakatan LPKA Kelas

Il Tanjung Pati dapat optimal, perlu upaya dari berbagai pihak diantaranya:

1. Kementrian Hukum dan HAM perlu melakukan peninjauan lebih lanjut tentang

kebijakan-kebijakan terkait upaya pemenuhan pendidikan oleh pihak LPKA seperti

upaya menghadirkan pendidikan formal di LPKA secara merata.



2. Pihak LPKA Kelas Il Tanjung Pati perlu melakukan penambahan fasilitas penunjang
proses belajar mengajar agar proses pemenuhan pendidikan di LPKA lebih optimal,
serta penambahan pogram keterampilan agar lebih bervariatif mengikuti perkembangan
dunia industri.

3. Pihak Dinas Pendidikan perlu menjamin pendidikan bagi anak-anak yang berhadapan
dengan hukum agar tetap mendapatkan haknya akan pendidikan formal serta
memberikan sanksi pada lembaga pendidikan yang memutuskan sepihak hak anak yang
berhadapan dengan hukum hanya karena faktor menjaga nama baik lembaga ataupun

stigma negatif dari lingkungan karena hak pendidikan harus tetap ditegakan.
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